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- Perwal tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 

Pekalongan Tahun 2025 ditetapkan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 

Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang. 

 

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) 

UUD 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2023; PP 

Nomor 21 Tahun 1988; PP No. 72  Tahun 2019; Perda Kota 

Pekalongan No. 5 Tahun 2016; Perda Kota Pekalongan No. 8 

Tahun 2021. 

 

- RKPD Tahun 2025 adalah dokumenn perencanaan 

pembangunan Kota Pekalongan untuk periode 1 (satu) tahun 

anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir 

pada 31 Desember 2025. RKPD tahun 2025 merupakan 

penjabaran RPJMD untuk waktu tahun 2025, menjadi pedoman 

dalam penyusunan: Renja PD Kota Pekalongan Tahun 2025; 

Rancangan KUA serta PPAS, dan Rancangan APBD Kota 

Pekalongan tahun anggaran 2025. Kepala Bappeda menelaah 

kesesuaian antara Renja PD tahun 2025 dengan RKPD tahun 

2025. PD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas 

pelaksanaan Renja PD dan anggaran yang berisi uraian tentang 

keluaran sub kegiatan, hasil kegiatan, dan outcome masing-

masing program, disampaikan kepada Kepala Bappeda, Kepala 

BPKAD, Kepala Bagian PBJ Minbang Setda Kota Pekalongan 

paling lambat 14 hari setelah berakhirnya triwulan yang 

bersangkutan sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD. 

Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi 

analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang 

diajukan oleh PD. 

 

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

9 Juli 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama. 

 

- Lamp. : 824 hlm. 

 


